
GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR rOO.3.3.l/ 23OTAHUN 2026

TEITTANG
PEMBEi TI,JKAN TIM PENGE[I)IA PI'BLIKASI TNFORMASI

DANA OTONOMI KHUSUS PADA WEBSITE PEMERIITTA}I DAERAH
DAN MEDIA SOSIAL

GUBERNUR PAPUA TENCAH,

SALINAN

a. bahwa Dana Otmomi lCrusus trcrupakan salah satu surnbcr
pencrimagn dalam rangla pelelcsanaan Otonomi Khusms 5rang
diarahkan untuk m€ardukunS lEtpeparsn pcdbangunarL
PexriD8kalan keseiahtefarul ?ri?rryaraL't, pelayanan puHik, scrta
kcbcrtrlhaLan Erhadag Orang Adi hpua scsuai dengan
keteltuan paaturan peruadang-undanga.n;

b. behwa pengdolaan Dana Otonomi l(}rusus harus dilaksanakatr
secara efektif, elicicrl, transparan, akuntab€|, partisipatif, tepat
sasaran dan sesuai dcogan ketcntuan pcraturan perundang-
undangan;

c. bahwa keterbukaan infonnasi meogenai percncansan,
pergantiEaran, pelaksanaan, pr<rnanfaatanr, capaian dan
pelaporan program ,l.n hegiatan yang bersrmbcr dari Dana
Otonomi Khuse,rs mcrupakan bagian parting delam
nwujudlran traosparansi perlyelagaraan pcmcrirtaha$
daerah dan meringlatkan kcpcrcayaan Masyaraket;

d. bahwa perkembangan telcrologi informasi dan komunikasi
sarta penggunaan *ebdte pcmcrintah da€f,ah dan media sosial
sebrgai 3sr.ans kmunikasi publik n cmertul<an pcngclolaan
informasi Dana Otonomi Khuqrs yzrng tcr€ncana" terpadu,
akurat, mudah dipahami, mudah diakses dan dapat
dipertanggungiacabkan ;

e. bah*a untuk racajamin idoroasi Dana Otonomi
Icrusus yant akurat, tepat waktu, 161vsrifiLaqi, konsisten dan
dapat rliekses oleh masyarakat melalui website Pemerintah
Pnovinsi Fapua Tengah dan rmdia r6id rerni Feocrintah
kovinsi Papua Tcngah, perlu mcobentuk Tim Pengelol,a
Rrblikasi lnformasi Dana oronoei lQrusus; dan

f. bahva bcrdasarkan pcrtimbangan 3glataitnaq6 dirnaksud
dalam fts11f a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e pcrlu
merretapkan K€putusan Gubernur tentang Fembentukan
Tim Pengelola Publil€8i lnformasi Dana Otonomi Khusus
Pads lyebsite Pemcrintah Daerah dan Media Sosial;
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Undang- Undang l{omor 2I Tahun 20Ol tentang Otonomi
Ktrusus Bagi Pnovinsi Papua (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOl Ncmor 135, Tambahan kmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4 15 I ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Uadang Nomor 2l Tahun 2OOl tcntang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi kpua (l-embaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2O2l Nomor 155, Tambahan
lcmbaran Negam Republik Indonesia Nomor 6697];

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2m8 tentang
Keterbukaan lrformasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2OO8 Nomor 61 Tambahan Lembaran
Negra Republik lndonesia Nomor 48461;

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO9
Nomor ll2 Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5038|;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah firmbran Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Reprblik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor I Tahun 2O26 tentang Penyesuaian Pidana
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
7ls3);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Femerintahan (Lemboran Nega.ra Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol) sebagaimana
telah bebcrapa. kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 20,'23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahrun 2O22 tentang Cipta Kerja merrjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
4I, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ter:.tang Hubungan
Keuangan Antara Femerintah Pusat dan Femerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahwt 2O22
Nomor 4, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2022 tentang
Fembentukan Prwinsi Fapua Tengah (Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nornor 158, Tambahan
l,embran Negara Republik lndonesia Nomor 68O4);

8. Peraturan Pemerintah .../3
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8. Peraruran Pemerintah Nomor 61 Tahun 2OlO tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOa
tentang Keterbukaan Informasi Publik (I-embaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OlO Nomor 99, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Feraturan Iremerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (hmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lrmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

lO. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pel,aksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (lcmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2O25 tentang Perubahan Atas Peraturan
Femerintah Nomor 1O6 Tahun 2O2l tentang Kewenangan
dan Kelembagaan klaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Papua (Lrmhran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O25 Nomor 163|;

ll. Peraturan Femerintah Nomor lO7 Tahun 2O21 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana
Induk Percepa.tan Pembangunan dalam rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran
Negara Repubhk lndonesia Tahun 2O2l Nomor 239,
Tambahan tcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
673U;

12- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2Ot8 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elellronik ([.embaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2Ol8 Nomor 182);

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data ftndonesia (ftmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor I l2);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentatrg Homan Tekris Pengelola.n Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor
l78l);

15. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 2 Tahun 2O26
terrtang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di
Kementeriaa Dafam Negeri, Pemerintah Daerah dan
kmerintah D€sa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O26 Nomor 75);

16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor I Tahun
2O26 terrtang Angaran Perrdapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Irmbaran Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2026 Nomor t);

17. Peraturan Gubernur .../4
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17. Peraturan Gubernur Papua Tenph Nomor 40 Tahun 2O24
tentang Manajcmcrr Keamanan lnformasi SistcrD
Pemerintahan Berbasis Elektmnik di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Fapua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Fengelota Rrblikasi lnformasi Dana
Otonomi Khusus pada Website Pemerintah Daerah dan
Media Sosial tercantun dafam Lampiran
Keputusan ini
Tim sebaBimana dirnaksud pada dilrtum KESATU
meflptrrryai nrgas:
a. menJrusun rencana dan strategi publikasi informasi

Dana Otonomi Khusus Femerintah Provinsi Papua
Tengah;

b. mengmrdinasikan pengumpulan informasi Dana
Otonomi Khusus dari p'erangkat daerah/unit ke{a
terkait;

c. melakukan rrcrifrkasi administratif dan substansi
terhadap data dan informasi yang ekpn
dipublikasikaq;

d. memastikan informasi yaltg dipublikasikan
bersumber dari data dan dokumen resmi Pemerintah
Pmvinsi Papua Tengah;

e. menyusun rencana dan strategi publikasi informasi
flana Otonomi Khusus Femerin tah Provinsi Papua
Tengah;

f- mengoordinasikan pengumpulan informasi Dala
Otonomi Ktrusus dari perarykat daerah/unit kerja
terkait;

g. me}akukan verifikasi administratif dan substansi
terhadap data dan informasi yang akan
dipublikasikan;

h. memastikan informasi yang dipublikasikan
bersumber dari data dan dokumen resmi Pemerintah
Provinsi Papua Tengah;

i. mengelol,a penyajian informasi Dana Otonomi Khusus
melalui website resmi Femerintah Provinsi Papua
Teryah;

j. mengelola publikasi informasi Dana Otonomi Khusus
melalui media sosial resmi kmerintah Provinsi Papua
Tengah;

k. melakukan .../5
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k. melakukan koordinasi dengan Fejabat kngetol,a
Informasi dan Dokumentasi (PP{DI Pemerintah
Provinsi Papua Tengah dalam hal:
,. penentuan status informasi publik;
2. penguji& konsekuerrsi terhadap informasi yang

dikecualikan;
3. pelayanan permohonan informasi publik;
4. penyelesaian keberatan informasi publik;
5. pengelol,aan daftar informasi publik; dan
6. hal lain yang bcrkaitan dengan keterbukaan

inforrnasi public-
l. menvusun l,aporan publikasi informasi Dana Otonomi

Khusus pating sedikit memuat:
l. jumlah informasi Srang dipublikqsikan;
2. jenis dan tema informasi;
3. perangkat daerah sumber inforrnasi;
4. media publikasi;
5. periode publikasi;
6. jumlah dan perkembangan keterjangkauan

informasi;
7 . tarrglrpan masyarakat;
8. kendalapelaksanraan;
9. finrlnk lsljpt; rlen
lO. rekomendasi perbaikan.

m. menyampaikan Lrporan peleksanaan tugas kepada
Gubemur melalui Sekretaris Daerah secara hrkala
atau scwaktu- waktu apabila dibutuhkan.

palcm ll6lqksanelcan tugas sebagaim:rlg dimaksud pg.{91

diktum KEDUA, Tim wajib berpedoman pada prinsip:
e. ketetbukaan;
b. akurasi;
c. transparansi;
d. akuntabilitas;
e. objektivitas;
f. ketepatan waktu;
g. keterpaduan;
h. kemudahan akses;
i. keamanan informasi;
j. perlindungan &ta pribadi;
k. keberpihakan pada kepentingan masyarakat; dan
l. kepa.tuhan terhadap ketentuEn peraturan perundang-

undangan.

Dalam me}aksanakan publikasi, Tim wajib menjaga
keses'.airn antaria data yang dipublikasikan dcrrgan
dokumen percncanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pelaporan Dana Otonomi Khusug yang telah ditetapkan
secara resmi.
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Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebaokan pada Angaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Keputusan ffi 6rrlai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEENAM

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 September 2O26

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/Tm

MEKI NAWIPA
ngan aslinya
HUKUM,

UNG. S.H.. M.H.
121002

Salinan heputusan ini disampaikan kepada Yth:

l. Kepala Biro Hukum Kemerrterian Dafarn Negeri di Jakarta;
2. lnspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala Bapperida Prmrinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepa-la BPPKAD Prodnsi Papua Tengah di Nabire;
5- Kepala Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatik , Statistik dan Persandian

Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yaig bersangkutan.



I. Fengarah

II. FenangungJawab

TAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR lOO,3-3.1/ 23O TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGET,OI-A
PI.JBLIKASI INFORMASI DANA OTONOMI
KHUSUS PADA WEB.SITE PEMERINTAH
DAERAH DAN MEDIA SOSI.AL

SU SUNAN KEANGGOTAAN TIM

Sckretaris Daerah
Asisten Bidang Pemerintahan dan
Kesejah teraan Rakyat

Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika,
Statistik dan Fersandian
Kepala Bapperida
Xepala Bidang lnformasi dan Komunikasi
Publik pada Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik dan Persandian

1. Kepala Biro Hukurn Setda
2. Kepa.la Biro Pemerintahan dan

Otonomi Daerah Setda
3. Sekretarislnspekorat
4" Sekretaris Dinas Komunilcasi dan

In formatika, Statistik dan Persandian
5. Sekretaris Dinas Fendidikan dan

Kebudaya,an
6- Sekretaris BPKAD
7- SelcetarisBapperida
a- S€lfietaris Dinas Kesehatan
S- Sekretaris Dinas Sosial
10. Seloetaris Dinas Pekerjaan Umum,

Fenataan Ruan6 Perumahan Ralryat
dan Kawasan Fermukiman

I I . Sekretaris Dinas Kclautan dan
Ferikanan

12, Selsetaris Dinas Tanaman Pangan,
Holtikultura dan Ketahanan Pangan

13. Sblcetaris Dinas peternakan dan
Ferkebunan

14. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan ESDM

15. Sckretaris Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata

16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Ferlindungan Anak dan
Keluarga. Berencana

17. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan

lll. Ketua

IV. Wakil Ketua
V. Sekretaris

vI Angota
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18. S€kretaris Dinas Administrasi
Kependudukan, Fencatatan Sipil dan
Femberda5raan Masyarakat Kampung

19. Sekretaris Dinas Ferhubungan
2O. Kepala Bidang Statistik pada Dinas

Komunikasi dan ln formatika, Statistik
dan Persandian

21. Kepela Seksi Apfikasi pada pada Dinas
Komunikasi dan In formatika, Statistik
dan Persandisn

22. KeWJa Seksi Statistik pada Dinas
Komunikasi dan lnforsratikn, Statistik
dan Persaldian

23. Kepala Seksi Pengelolaan lnforrnasi
pada Dinas Ksatmitasi dan
lnformatika, Statistik dan ksandian

24. Kepala Sub Baeian ltatcri dan
Komunikasi Pimpinan pada Biro
Umum Setda

25. PPID Utama Perncrintah Pr,ovinsi
Papua Tengah

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/TTD

MEKI NAWTPA
aslinya

HUKUM,

G, S.H., M.H.
82002121002


